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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 

2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, 

Pasal 24, Pasal 33, dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 

13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH  

NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 

selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang 

disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah 

pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas 

pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. 

2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang 

selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang 

disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan 

perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil 
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penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut 

laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan 

oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. 

3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah 

informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah 

kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) 

tahun anggaran. 

4. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 

selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang 

dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota 

dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

5. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK 

adalah indikator kinerja yang menggambarkan 

keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan 

pemerintahan. 

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri. 

7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat APIP adalah pejabat fungsional pada 

inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan 

lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat 

provinsi dan inspektorat kabupaten/kota.  

8. Reviu adalah penelusuran bukti suatu kegiatan untuk 

memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut 

telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, 

rencana atau norma yang telah ditetapkan.  

9. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran 

laporan, pernyataan, data keuangan dan sebagainya.  

10. Tim Nasional adalah tim yang membantu Presiden dalam 

melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 

daerah secara nasional. 

11. Tim Daerah Provinsi adalah tim yang membantu 

gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam 
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melaksanakan evaluasi pemerintahan kabupaten/kota di 

wilayah provinsi. 

 

BAB II 

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN 

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bagian Kesatu 

Muatan 

 

Pasal 2 

(1) LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja 

pemerintahan daerah yang terdiri atas:  

a. capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah; dan 

b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. 

(2) Selain LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga 

memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal.   

(3) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri 

atas: 

a. capaian kinerja makro; 

b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan 

pemerintahan; dan  

c. capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. 

(4) Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan 

capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang 

merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 

(5) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri 

atas: 

a. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan 

yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah 

pusat; dan 
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b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan 

yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari 

pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah 

provinsi. 

(6) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diukur dengan 

membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai 

dari aspek fisik dan keuangan.   

(7) Laporan penerapan standar pelayanan minimal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 

memuat:  

a. hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal; 

b. kendala penerapan standar pelayanan minimal; dan 

c. ketersediaan anggaran dalam penerapan standar 

pelayanan minimal. 

(8) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Bagian Kedua 

Penyusunan 

 

Pasal 3 

Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan: 

a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu; 

b. pengumpulan data dan dokumen pendukung; 

c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan 

dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;  

d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian 

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;  

e. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan  

f. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang 

disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan 

rakyat daerah dan masyarakat. 
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